
 

 

 

 

WALI KOTA METRO 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN WALI KOTA METRO 
NOMOR 23 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA METRO, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Kota Metro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur 
dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

S A L I N A N 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4829): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6793); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6332); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6628); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tshun 2024 tentang Harmonisasi 
Kebijakan Fiskal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6909) 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 57); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tashun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 204); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

38. Peraturan Menteri Pendididikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 
PelayananMinimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 677); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 799); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Metro Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah 
diubah dengan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran 
Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota metro Nomor 9); 

41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 
Nomor 7); 

42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 5 ); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Metro. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah 

Daerah; 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran; 

6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
semula sebesar Rp. 987.037.742.144,00 bertambah sejumlah Rp. 
93.116.738.672,00  sehingga  menjadi  Rp.  1.080.154.480.816,00 

dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Pendapatan Daerah  

a. Semula Rp. 971.037.742.144,00 

b. Bertambah Rp. 76.537.694.296,00 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Rp. 1.047.575.436.440,00 

Perubahan  

2. Belanja Daerah  

a. Semula Rp. 987.037.742.144,00  

b. Bertambah Rp. 93.116.738.672,00  

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.080.154.480.816,00 

Defisit setelah Perubahan Rp. (32.579.044.376,00) 

3. Pembiayaan Daerah  

a. Penerimaan Pembiayaan  

a. Semula Rp. 18.000.000.000,00  

b. Bertambah Rp. 16.579.044.376,00  

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 34.579.044.376,00 

Perubahan  

b. Pengeluaran Pembiayaan  

a. Semula Rp. 2.000.000.000,00  

b. Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 
Perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah 
perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

Rp. 2.000.000.000,00 

 

Rp. 32.579.044.376,00 

 

Rp. - 

 
Pasal 3 

 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
terdiri dari ; 

1. Lampiran I :  Ringkasan   Penjabaran   APBD   Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 

Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II :  Penjabaran   APBD   Menurut   Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

3. Lampiran III    :  Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  dan 

Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV    :  Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V :  Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat 

Penerima, Dan Besaran Bantuan 

Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat 

Khusus; 
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6. Lampiran VI    :  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 

7. Lampiran VII   :  Perubahan Rincian Dana Otonomi Khusus 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan 

Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII   :  Perubahan Rincian DBH-SDA 

Pertambangan Minyak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- 

Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian 

Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX    :  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Dan Rancangan 

Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran 

Perubahan APBD Dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara; 

10. Lampiran X :  Rekapitilasi  Dan  Sinkronisasi  Peraturan 

Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Yang Disajikan Berdasarkan 

Sumber Dana; 

11. Lampiran XI   :  Formulir  Komitmen  Pemerintah  Daerah 

Menganggarkan Barang dan Jasa serta 

Belanja Modal Berupa PDN, TKDN. 

 
Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah dengan ketentuan perundang- 
undangan. 



 

 


